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 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsistensi implementasi 
prinsip non-intervensi Tiongkok terhadap Myanmar pasca kudeta mi-
liter Februari 2021. Landasan teori yang digunakan yaitu prinsip non-
intervensi serta teori pengambilan keputusan. Penelitian ini meng-
gunakan metode kualitatif eksplanasi dengan tiga jalur analisis data 
kualitatif, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpu-
lan. Pengumpulan data melalui studi literatur dari berbagai sumber 
pustaka yang relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun 
secara historis Tiongkok menjadikan non-intervensi sebagai pilar 
utama diplomasi sejak era Zhou Enlai 1953, pada praktiknya prinsip 
ini mengalami fleksibilitas signifikan, terutama ketika dihadapkan 
pada situasi konflik internal Myanmar yang menyentuh kepentingan 
strategis Tiongkok. Prinsip ini telah berubah dari retorika normatif 
menjadi instrumen diplomatik strategis dan selektif. Perubahan prin-
sip non-intervensi Tiongkok menjadi pendekatan pragmatis mulai ter-
lihat sejak April 2021, ketika Tiongkok terlibat aktif dalam proses di-
plomasi ASEAN, hingga menekan junta untuk melindungi inves-
tasinya, mempercepat proyek-proyek CMEC, dan merestrukturisasi 
ulang mekanisme proyek. Analisis berdasarkan teori pengambilan 
keputusan mengungkap bahwa respon Tiongkok mencerminkan pen-
dekatan aktor rasional, di mana pemerintah bertindak sebagai entitas 
tunggal yang membuat keputusan berdasarkan kalkulasi untung-rugi 
untuk memaksimalkan kepentingan nasional. Dengan demikian, prin-
sip non-intervensi Tiongkok lebih tepat dipahami sebagai alat diplo-
matik yang lentur dan instrumental, bukan sebagai doktrin tetap yang 
dijalankan secara konsisten. 
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macy & Foreign Policy, 02 (01), 1-10.  
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1. Latar Belakang 

Prinsip non-intervensi mengandung pengerti-
an bahwa suatu negara tidak boleh mencampuri 
urusan dalam negeri negara lain. Dalam hubu-

ngan internasional, prinsip ini merupakan 
konsekuensi logis dari kedaulatan, dan telah 
menjadi metode penting untuk menghadapi 
anarki internasional. Oleh karena itu, prinsip ini 
menjadi landasan tatanan internasional kontem-
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porer dan norma kritis politik internasional (Ren, 
2013).  

Sejalan dengan hal tersebut, prinsip non-in-
tervensi juga menjadi dasar kebijakan luar 
negeri Tiongkok. Konsep tersebut berasal dari 
perjanjian aliansi Tiongkok-Uni Soviet awal 
1950, ditetapkan sebagai bagian dari “Lima 
Prinsip Hidup Berdampingan Secara Damai” pa-
da 1953 dan kemudian diadopsi  dalam “Sepuluh 
Prinsip” Konferensi Asia-Afrika Bandung 1955 
(Zheng, 2016). Tiongkok semakin  menegaskan 
prinsip ini pasca insiden Tiananmen 1989, dan 
menunjukkan penolakan terhadap  intervensi ke-
manusiaan dari Barat. Prinsip ini pun menjadi 
pedoman dan alat retorika utama diplomatik 
Tiongkok (Zheng, 2016). Sebagai implementasi, 
Tiongkok tidak memaksakan nilai-nilainya ke-
pada negara lain, justru menggunakan non-inter-
vensi untuk mempererat hubungan dengan 
negara berkembang. Dengan berjanji tidak  men-
campuri urusan dalam negeri negara-negara 
yang secara politik lebih lemah, Tiongkok  men-
ciptakan citra sebagai superioritas moral. Hal ini 
membuat banyak pemimpin negara berkembang 
menyambut baik pendekatan Tiongkok (Ren, 
2013). 

Tiongkok juga merangkul negara-negara 
yang dianggap bermasalah oleh negara Barat,  
khususnya negara-negara yang sering dituduh 
melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia 
(HAM), seperti Myanmar. Selama pemerintahan 
militer absolut (1962–2011), Myanmar dijatuhi 
sanksi dan diboikot oleh negara-negara industri 
besar Barat (Folia, 2012; Dossi & Gabusi, 2022). 
Tekanan tersebut terus berlanjut di masa 
SLORC (1988-1997) dan SPDC (1997-2010)  
termasuk setelah penyerangan Daw Suu Kyi dan 
partainya pada Mei 2003 (Han, 2017; Seekins, 
2021). Sejak pertengahan 2017, krisis Rohingya 
menambah tekanan internasional terhadap My-
anmar,  disertai ancaman sanksi ekonomi dari 
negara Barat (Yhome, 2019). 

Pasca kudeta militer Februari 2021, Myanmar 
kembali mendapat sorotan dunia. Beberapa 
negara Barat menjatuhkan sanksi, dan PBB 
mengeluarkan resolusi terkait larangan perdaga-
ngan senjata dengan Myanmar (Ambarawati, 
2022). Namun, Tiongkok memilih abstain, 
bahkan menolak resolusi PBB yang mengutuk 
kudeta sebagai perwujudan kebijakan non-

intervensinya (Chan, 2021; Seekings, 2021; Sut-
ter & Huang, 2021; Thida, 2021).  

Selama konflik berlangsung, hubungan 
Tiongkok-Myanmar tetap  terjaga, terutama 
terkait dukungan pasokan militer. Myanmar juga 
memanfaatkan posisi Tiongkok untuk mem-
peroleh perlindungan dari sanksi melalui hak 
veto Tiongkok  di PBB (Ambarawati, 2022; 
Seekins, 2021). Hubungan ini berkaitan dengan 
dukungan diplomatik, senjata dan perdagangan 
(Saxena, 2021). Akibatnya publik diaspora My-
anmar mencurigai bahwa Tiongkok berada di 
balik tragedi kemanusiaan pasca kudeta karena 
dinilai mendukung junta militer demi kepent-
ingan strategisnya (Thida, 2021). Tiongkok ber-
harap stabilitas politik segera pulih agar kerja 
sama ekonomi antar kedua negara tidak terham-
bat (Aurellia dkk., 2021; Ramadhani & Mabru-
rah, 2021; Seekins, 2021).  

Kudeta 2021 juga dianggap sebagai peluang 
bagi Tiongkok untuk memulihkan pengaruhnya 
yang sempat menurun sejak pemerintahan semi-
sipil mulai berkuasa pada 2011 (Seekins, 2021; 
Thida, 2021; Dossi & Gabusi, 2022). Di tengah 
ketidakstabilan, junta tetap melanjutkan proyek 
strategis Tiongkok dalam kerangka “Inisiatif 
Sabuk dan Jalan” (Thida, 2021). Di saat yang 
sama, Tiongkok juga membangun komunikasi 
dengan aktor lain termasuk kelompok etnis ber-
senjata. Pendekatan ini mencerminkan strategi 
pragmatis Tiongkok dalam menghadapi politik 
domestik Myanmar yang terpecah, demi men-
jaga pengaruh dan kepentingan nasional (Han, 
2024). 

Dengan kekuatan ekonomi dan politiknya, 
Tiongkok memainkan peran penting di Asia 
Tenggara. Myanmar menjadi pasar yang penting 
untuk investasi dan proyek infrastruktur Tiong-
kok (Saxena, 2021). Para kritikus seperti  Qiu 
Lin, Xie Yiqiu dan Wang Jiangbo, menilai 
bahwa non-intervensi “pasif” Tiongkok merupa-
kan cara untuk melindungi kepentingan luar 
negerinya. Sejumlah analis bahkan menyaran-
kan agar Tiongkok menyesuaikan prinsip terse-
but demi meningkatkan reputasinya sebagai 
kekuatan global yang bertanggung jawab 
(Zheng, 2016). 

Mengamati jejak internasional Tiongkok 
yang semakin meningkat, menimbulkan pertan-
yaan apakah prinsip non-intervensi benar-benar 
dijalankan secara konsisten atau mengalami 



   Sahbuddin Dg. Palabbi & Ahmad Qisai  

 

 
 3 

3 

perubahan mengikuti kepentingan strategisnya. 
Tulisan ini bertujuan menganalisis konsistensi 
Tiongkok dalam menerapkan prinsip non-inter-
vensi, khususnya dalam konteks Myanmar. 

2. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif 
eksplanasi, yaitu pendekatan yang memberikan 
interpretasi mendalam terhadap fenomena yang 
diteliti (Boeije, 2010). Pemilihan metode ini 
didasarkan pada pertanyaan penelitian, yang di-
awali dengan kata “bagaimana,” sehingga 
menuntut pendekatan eksploratif dan interpre-
tatif. Dalam hal ini, peneliti berusaha menjelas-
kan konsistensi Tiongkok dalam menerapkan 
prinsip non-intervensi, serta sejauh mana ke-
bijakan tersebut tetap dijalankan atau mengalami 
pergeseran dalam kasus Myanmar. 

Data penelitian ini  bersifat sekunder, di-
peroleh dari penelitian terdahulu, jurnal ilmiah, 
laporan kebijakan luar negeri, serta berita media 
daring yang relevan. Pendekatan ini bertujuan 
menggali informasi secara komprehensif me-
ngenai kebijakan luar negeri Tiongkok dalam 
konteks dinamika geopolitik Myanmar pasca ku-
deta militer Februari 2021. Fokus utama terletak 
pada implementasi prinsip non-intervensi dan 
potensi pergeseran menuju pragmatisme geo-
politik, yang  tercermin dari keterlibatan Tiong-
kok dengan aktor domestik Myanmar seperti 
junta militer dan kelompok etnis bersenjata.  

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui 
studi literatur (library research) secara daring 
(online), mempertimbangkan kemudahan akses 
terhadap sumber digital serta keterbatasan wak-
tu, biaya, maupun akses ke data primer. Upaya 
permohonan wawancara dan permintaan doku-
men ke instansi terkait telah dilakukan, namun 
tidak membuahkan hasil. Oleh karena itu, pen-
dekatan literatur dipilih sebagai metode paling 
rasional dan efisien untuk menelusuri narasi ke-
bijakan, sikap diplomatik, serta respon strategis 
Tiongkok terhadap krisis Myanmar melalui do-
kumen resmi, publikasi akademik, dan liputan 
media internasional. Studi literatur sesuai digu-
nakan dalam penelitian hubungan internasional 
yang membutuhkan interpretasi atas kebijakan 
negara melalui data tekstual dan wacana ke-
bijakan (Zed, 2004; Neuman, 2014). Analisis 

data  dilakukan dalam 3 (tiga) tahap aktivitas 
yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan 
kesimpulan/verifikasi sesuai metode Miles & 
Huberman (1984) dalam Abdussamad (2021).  

3. Landasan Teori 

Prinsip Non-Intervensi 

Prinsip non-intervensi secara umum berarti 
bahwa suatu negara tidak boleh mencampuri 
atau melakukan intervensi terhadap urusan da-
lam negeri negara lain, yang berada dalam 
yurisdiksi domestik negara tersebut. Prinsip ini 
menunjukkan sikap diplomatik untuk menghor-
mati kedaulatan negara lain dan menolak cam-
pur tangan dalam urusan internal (Zheng, 2016). 
Prinsip non-intervensi telah menjadi code of 
conduct dalam hubungan internasional sejak 
Westphalia, dan menjadi norma utama dalam in-
teraksiantarnegara berdaulat,  dengan kedaulatan 
sebagai landasan utamanya (Ambarawati, 2022).  

Dalam tatanan Westphalia, norma ini hanya 
akan berjalan efektif apabila setiap negara saling 
menghormati dan mengakui kedaulatan satu 
sama lain. Para pemimpin negara menyadari 
bahwa untuk menjalankan hak atas kendali 
penuh di wilayahnya, mereka juga harus 
menghormati hak yang sama milik negara lain. 
Menghargai batas wilayah negara lain, menjadi 
syarat bagi terjaminnya kedaulatan dan kea-
manan negara sendiri (Brown & Ainley, 2005).  

Teori Pengambilan Keputusan dalam Ke-
bijakan Luar Negeri 

Terdapat 3 (tiga) model pengambilan kepu-
tusan dalam kebijakan luar negeri menurut Alli-
son (1971):  
a. Model Aktor Rasional; menempatkan pe-

merintah/negara sebagai aktor utama yang 
mempertimbangkan semua pilihan dan ber-
tindak atas kemungkinan tindakan terbaik, 
berdasarkan perhitungan rasional dengan 
memilih dari berbagai alternatif yang mem-
iliki "hasil" tertinggi.  

b. Model Proses Organisasi; menjelaskan bah-
wa pilihan pemerintah didasarkan pada 
prosedur kerja baku organisasi, dengan pen-
capaian tujuan minimum dan meminimal-
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kan risiko kegagalan. Keputusan akhir di-
capai berdasarkan batasan waktu dan infor-
masi, serta dilakukan melalui mekanisme 
organisasi yang telah ditetapkan sebelum-
nya.  

c. Model Birokrasi Politik;  Aktor negara be-
rusaha mencapai tujuan terpisah yang 
mungkin bertentangan. Berbagai individu, 
yang mewakili berbagai kepentingan, terli-
bat dalam suatu proses untuk mencapai 
keputusan kelompok yang akan mewakili 
kebijakan negara. Kelemahan model ini 
adalah kebijakan dapat berubah seiring ber-
kembangnya kepentingan kelompok /nega-
ra, pergeseran kekuasaan serta perubahan 
kepemimpinan. 

Artikel ini menggunakan Model Aktor Ra-
sional untuk menganalisis perubahan kebijakan 
luar negeri Tiongkok terhadap Myanmar, pasca 
kudeta militer 1 Februari 2021. Model ini men-
jelaskan bagaimana Tiongkok secara terpusat 
dan kalkulatif mengambil keputusan strategis 
guna memaksimalkan kepentingan nasionalnya, 
seperti perlindungan investasi, stabilitas regio-
nal, dan keberlangsungan proyek-proyek strate-
gis. Keputusan Tiongkok untuk tidak mengecam 
kudeta bukanlah bentuk dukungan pasif, melain-
kan hasil pertimbangan untung-rugi yang ra-
sional dan berhati-hati. Tetap berpegang pada 
prinsip non-intervensi secara formal, sembari 
aktif menjaga stabilitas dan pengaruh ekonomi-
politik,  menunjukkan strategi rasional Tiongkok 
untuk meminimalkan risiko dan memaksimal-
kan keuntungan geopolitik dan ekonomi di Asia 
Tenggara. 

4. Hasil dan Pembahasan 

Implementasi Prinsip Non-Intervensi Tiong-
kok terhadap Myanmar (1950-2020) 

Sebagai salah satu pilar utama dalam ke-
bijakan luar negeri Tiongkok, prinsip ini per-
tama kali diformulasikan secara eksplisit oleh 
Zhou Enlai pada tahun 1953 sebagai bagian dari 
Five Principles of Peaceful Coexistence, dan 
kemudian diadopsi dalam Sepuluh Prinsip Kon-
ferensi Asia-Afrika Bandung 1955 (Zheng, 
2016). Sejak saat itu, prinsip non-intervensi 
menjadi doktrin diplomatik utama Beijing, yang 

ditegaskan kembali dalam pembukaan Konsti-
tusi Tiongkok tahun 1982 dan dikukuhkan pasca 
Insiden Tiananmen 1989, sebagai bentuk pe-
nolakan terhadap intervensi berbasis hak asasi 
manusia dari negara-negara Barat. 

Dalam hubungannya dengan Myanmar, prin-
sip non-intervensi Tiongkok berakar sejak awal 
hubungan diplomatik kedua negara. Myanmar 
merupakan salah satu negara non-komunis per-
tama yang mengakui Republik Rakyat Tiongkok 
pada tahun 1950, dan sejak itu kedua negara 
mengembangkan hubungan yang disebut pauk-
phaw atau “persaudaraan istimewa” (Han, 
2017). 

Hubungan ini dibingkai melalui kesepakatan 
"Lima Prinsip Hidup Berdampingan Secara 
Damai" pada tahun 1954 yang menjadi fondasi 
awal prinsip non-intervensi Tiongkok, khu-
susnya dengan Myanmar. Meski bersikap hati-
hati untuk tidak mencampuri urusan internal 
Myanmar, terdapat kekhawatiran dari pihak 
Yangon atas keberadaan pasukan Kuomintang 
(KMT) dan aktivitas Partai Komunis Burma 
(BCP) yang memiliki hubungan ideologis 
dengan Beijing (Han, 2017). 

Namun, prinsip tersebut tidak bertahan kon-
sisten. Selama periode Revolusi Kebudayaan 
(1966–1976), Beijing mengekspor ideologi 
radikal ke komunitas Tionghoa di Myanmar, 
yang memicu kerusuhan anti-Tionghoa pada 
1967. Sebagai respon, Tiongkok memutuskan 
hubungan diplomatik dan memberikan duku-
ngan militer dan logistik kepada gerilyawan 
BCP, termasuk pendirian rumah sakit, penyiaran 
radio, serta bantuan keuangan. Lebih dari 20.000 
km² wilayah perbatasan Myanmar dikuasai BCP 
dengan bantuan langsung Beijing. Tindakan ini 
jelas melanggar prinsip non-intervensi. Baru 
pada pertengahan 1980-an, Tiongkok menghen-
tikan dukungan terhadap BCP, yang menyebab-
kan bubarnya BCP pada tahun 1989 (Han, 
2017). 

Memasuki akhir 1980-an, hubungan Tiong-
kok dan Myanmar kembali membaik. Setelah 
peristiwa Tiananmen 1989 dan pemberangusan 
gerakan pro-demokrasi 1988 di Myanmar, kedua 
rezim otoriter menemukan alasan bersama untuk 
saling mendukung. Tiongkok kembali menegas-
kan komitmen pada prinsip non-intervensi, dan 
memberikan perlindungan diplomatik pada junta 
Myanmar, termasuk memveto resolusi Dewan 
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Keamanan PBB pasca tragedi Depayin 2003 
(Han, 2017). 

Sejak 1988 hingga 2010, Myanmar berada di 
bawah rezim militer (SLORC dan SPDC). Sela-
ma periode ini, prinsip non-intervensi Tiongkok 
diterapkan secara konsisten. Beijing menjadi 
pelindung diplomatik Myanmar dari tekanan in-
ternasional, seperti ketika memveto resolusi De-
wan Keamanan PBB tahun 2007 yang men-
gecam junta. Tiongkok menjadi mitra dagang 
dan investor utama, terutama di sektor energi 
dan pertambangan. Pada 2009, kedua negara 
menyepakati pembangunan pipa minyak mentah 
dan gas yang menghubungkan pelabuhan Ky-
aukphyu ke Kunming. Jalur pipa ini memiliki 
arti strategis besar bagi ketahanan energi Tiong-
kok karena menghindari jalur Selat Malaka dan 
mencerminkan strategi geopolitik Tiongkok di 
Myanmar (Han, 2017). Namun, perubahan dras-
tis terjadi pasca pemilu 2010, ketika pemerinta-
han semi-sipil Thein Sein mulai melakukan 
reformasi politik dan menjalin hubungan erat 
dengan Amerika Serikat (AS) serta negara-
negara Barat. Kunjungan Hillary Clinton (2011) 
dan Barack Obama (2012, 2014) menandai nor-
malisasi diplomatik Myanmar dan AS. Aki-
batnya, posisi Tiongkok mulai dipertanyakan, 
terutama setelah proyek bendungan Myitsone 
yang didanai Tiongkok ditangguhkan. Sentimen 
anti-Tiongkok di publik Myanmar meningkat, 
dan Beijing mulai kehilangan pijakan diplomatik 
(Han, 2017).  

Ketegangan memuncak saat konflik Kachin 
(2011–2013), ketika Tiongkok untuk pertama 
kalinya bertindak sebagai mediator perdamaian, 
mengirim utusan khusus dan menekan pihak 
bertikai untuk berdialog. Ini merupakan penyim-
pangan nyata dari prinsip non-intervensi (Han, 
2017). Respon Tiongkok terhadap konflik Ko-
kang (2015) bahkan lebih keras. Serangan udara 
Myanmar yang menewaskan lima warga negara 
Tiongkok, memicu tekanan publik. Pemerintah 
Tiongkok menyampaikan protes diplomatik dan 
menuntut permintaan maaf. Nasionalisme do-
mestik dimanfaatkan sebagai alat tekanan diplo-
matik, dan prinsip non-intervensi secara praktis 
ditanggalkan demi membela kepentingan na-
sional dan sentimen publik (Han, 2017). Sejak 
saat itu, prinsip non-intervensi Tiongkok tampak 
mengalami penyesuaian secara pragmatis. Pen-
galaman pahit Beijing atas perubahan haluan 

Myanmar di bawah Thein Sein termasuk pe-
nangguhan proyek Bendungan Myitsone diang-
gap sebagai “pengkhianatan” yang membuat 
Beijing mengevaluasi pendekatannya. Beijing 
mulai menjalin hubungan dengan aktor-aktor 
non-negara termasuk Liga Nasional untuk Dem-
okrasi (NLD) menjelang Pemilu 2015 (Han, 
2024; Han, 2017). 

Pada masa pemerintahan Aung San Suu Kyi 
(2016-2021), pendekatan Beijing menunjukkan 
peningkatan keterlibatan aktif dan pragmatis. 
Hubungan dengan NLD dibangun melalui pe-
ngiriman utusan khusus seperti Sun Guoxiang 
dan Song Tao (Yhome, 2019). Tiongkok men-
dorong kelompok-kelompok etnis bersenjata 
seperti United Wa State Army (UWSA) dan Na-
tional Democratic Alliance Army (NDAA) un-
tuk ikut serta dalam 21st Century Panglong 
Peace Conference, serta memberikan bantuan 
dana USD 3 juta. Beijing juga berperan menekan 
kelompok bersenjata agar tidak mengganggu 
stabilitas perbatasan dan proyek-proyek ekono-
minya (Yhome, 2019). 

Dalam krisis Rohingya, Tiongkok secara ter-
buka membela pemerintah Myanmar di forum 
internasional. Beijing menolak resolusi PBB 
yang mengutuk militer Myanmar, dan men-
dorong solusi damai melalui kerja sama bilateral 
maupun regional, bukan tekanan internasional 
(Yhome, 2019). Pendekatan ini menunjukkan 
penggunaan selektif prinsip non-intervensi un-
tuk melindungi sekutu politiknya, sekaligus me-
nolak narasi Barat mengenai intervensi kemanu-
siaan. Selain pembelaan politik, Tiongkok me-
manfaatkan stabilitas hubungan dengan peme-
rintahan Suu Kyi untuk memperkuat proyek 
China-Myanmar Economic Corridor (CMEC), 
sebagai bagian dari inisiatif Belt and Road, ter-
masuk kerja sama infrastruktur strategis di 
Rakhine (Yhome, 2019). Dengan demikian, 
meskipun secara retoris Tiongkok tetap me-
megang prinsip non-intervensi, pada masa 
pemerintahan Aung San Suu Kyi kebijakan ini 
diimplementasikan secara fleksibel dan strate-
gis. Tiongkok turut memengaruhi dinamika poli-
tik Myanmar, selama tidak secara langsung 
bertentangan dengan kedaulatan formal demi 
melindungi kepentingan geopolitik dan ekono-
minya. 

Sejarah hubungan Tiongkok–Myanmar terse-
but membuktikan bahwa dalam realitas hubu-
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ngan internasional, prinsip-prinsip normatif sep-
erti non-intervensi seringkali tunduk pada kalku-
lasi kepentingan strategis. Prinsip tersebut telah 
mengalami penyesuaian mengikuti dinamika do-
mestik Myanmar dan kepentingan strategis 
Tiongkok.  

Dinamika Prinsip Non-Intervensi Tiongkok 
terhadap Myanmar, Menjelang dan Saat Ku-
deta Militer Februari 2021 

Menjelang kudeta militer Myanmar pada 1 
Februari 2021, hubungan Beijing-Yangon be-
rada dalam situasi kompleks. Secara retoris, Bei-
jing tetap mengedepankan non-intervensi dan 
dukungan terhadap kedaulatan dan stabilitas 
Myanmar. Namun, secara strategis, Tiongkok 
juga menunjukkan fleksibilitas ketika kepent-
ingan nasionalnya dipertaruhkan. 

Sebelum kudeta, hubungan antara pemerintah 
sipil Myanmar di bawah Aung San Suu Kyi dan 
Tiongkok cukup erat. Pada Januari 2021 ─ be-
berapa minggu sebelum kudeta ─ Menteri Luar 
Negeri Tiongkok Wang Yi berkunjung ke My-
anmar untuk menandatangani kesepakatan besar 
dalam proyek China-Myanmar Economic Corri-
dor (CMEC), bagian dari Belt and Road Initia-
tive (BRI) senilai USD 100 miliar. Dalam lawa-
tan ini, Wang Yi bertemu dengan Suu Kyi dan 
Presiden Win Myint, memberikan sinyal duku-
ngan terhadap terbentuknya pemerintahan baru 
hasil Pemilu 2020 (Seekins, 2021; Dossi & 
Gabusi, 2022). 

Namun, hal ini juga diduga menimbulkan 
kecemburuan di kalangan petinggi militer, ter-
masuk Jenderal Min Aung Hlaing, yang merasa 
terpinggirkan (Seekins, 2021). Meskipun demi-
kian, Wang Yi juga menemui Min Aung Hlaing, 
yang saat itu telah menyuarakan klaim kecura-
ngan pemilu (Dossi & Gabusi, 2022). Sikap 
Tiongkok yang merangkul kedua belah pihak ini 
mencerminkan pendekatan berhitung dalam 
prinsip non-intervensinya, yakni menjaga hub-
ungan dengan seluruh aktor utama. Pendekatan 
ini dapat dijelaskan melalui Model Aktor Ra-
sional (Allison,1971), di mana pemerintah 
Tiongkok mengambil keputusan berdasarkan 
kalkulasi rasional terhadap situasi. Dengan me-
nyeimbangkan hubungan dengan pemerintahan 
sipil dan militer Myanmar, Tiongkok secara 
strategis menjaga stabilitas kawasan dan kelang-

sungan proyek seperti CMEC, demi memak-
simalkan keuntungan serta meminimalkan risiko 
terhadap kepentingan jangka panjangnya. 
Saxena (2021) mengemukakan bahwa hubungan 
antara Tiongkok dan militer Myanmar 
(Tatmadaw) telah terjalin erat, dalam bidang 
diplomatik, ekonomi, maupun pertahanan. Na-
mun, kemenangan besar NLD dalam Pemilu 
2020 mengecewakan faksi militer dan men-
dorong kudeta.  

Saat kudeta terjadi, sementara AS, Eropa dan 
PBB dengan cepat mengecam, Tiongkok mem-
ilih sikap lebih berhati-hati. Media pemerintah 
Tiongkok (Xinhua) menyebu peristiwa itu se-
bagai “perombakan kabinet besar” dan pern-
yataan resmi Beijing hanya menyebut bahwa 
Tiongkok “mencatat peristiwa tersebut” dan me-
nyerukan agar semua pihak di Myanmar me-
nangani perbedaan secara konstitusional untuk 
menjaga stabilitas (Saxena, 2021; Thida, 2021). 
Sikap ini mencerminkan penerapan prinsip non-
intervensi dalam bentuk pasif dan formalistik. 
Pendekatan ini mencerminkan penerapan Model 
Aktor Rasional (Allison,1971), di mana peme-
rintah Tiongkok mengambil sikap berhitung 
secara hati-hati berdasarkan kepentingan strate-
gisnya. Dengan tidak menyebut peristiwa terse-
but sebagai kudeta, serta memilih narasi yang 
netral, Tiongkok berusaha menjaga stabilitas 
hubungan diplomatik dan menghindari  risiko 
konfrontasi terbuka. Sikap ini bukan cermin 
dukungan ideologis terhadap militer, melainkan 
langkah rasional untuk mempertahankan akses 
terhadap proyek strategis, meminimalkan gang-
guan regional, dan menghindari keterlibatan 
langsung dalam konflik domestik Myanmar. 

Berbeda dengan Barat, Beijing memilih ab-
stain dalam pemungutan suara Dewan HAM 
PBB, dan tidak mengecam langsung militer My-
anmar (Seekins, 2021). Namun, sikap diam 
Tiongkok bukanlah cermin ketidakterlibatan. 
Tiongkok aktif menggunakan posisinya di PBB 
untuk melindungi Myanmar dari tekanan inter-
nasional. Tiongkok menolak resolusi yang men-
gutuk junta, memblokir pernyataan resmi, dan 
menggunakan hak veto di DK PBB. Beijing 
memperingatkan bahwa tekanan eksternal dan 
sanksi hanya akan memperburuk situasi (Dossi 
& Gabusi, 2022; Saxena, 2021; Sutter & Huang, 
2022). Retorika ini mencerminkan prinsip non-
intervensi yang tetap dipertahankan secara 
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formal, namun dalam praktiknya menjadi perisai 
diplomatik untuk melindungi kepentingan strat-
egis. 

Tindakan Tiongkok juga mencerminkan si-
kap berhitung. Tiongkok tidak ingin berkonfron-
tasi langsung dengan junta, sekaligus juga tidak 
ingin dilihat terlalu mendukung pengambilali-
han kekuasaan,  mengingat citranya di mata rak-
yat Myanmar. Sikap ini konsisten dengan Model 
Aktor Rasional, di mana Tiongkok menjaga 
keseimbangan diplomatik guna memaksimalkan 
stabilitas kawasan dan kelangsungan proyek vi-
talnya, sekaligus meminimalkan risiko terhadap 
citra internasionalnya. Sikap ambigu ini merupa-
kan hasil kalkulasi rasional atas alternatif yang 
ada dan konsekuensinya terhadap kepentingan 
nasionalnya. Mahbubani (2022) menjelaskan 
bahwa Myanmar yang terisolasi dan ASEAN 
yang terpecah bukanlah aset bagi Beijing, 
melainkan ancaman yang bisa dimanfaatkan 
oleh kekuatan lawan. Oleh karena itu, Tiongkok 
tetap mendukung upaya ASEAN dalam men-
dorong pemulihan politik Myanmar, termasuk 
diplomasi “diam-diam” melalui kerja sama 
dengan negara-negara Asia Tenggara dan AS 
(Mahbubani, 2022). Pendekatan ini dianggap 
lebih sesuai dengan norma kawasan dan men-
jadikan prinsip non-intervensi sebagai wadah 
negosiasi, bukan sekadar alasan untuk tidak ber-
tindak. Mahbubani (2022) menyarankan jika ada 
kesepakatan diam-diam (geopolitical trade-off) 
yang mendorong transisi damai, maka itu bisa 
dinilai sebagai diplomasi yang etis dan berhasil. 

Kudeta Myanmar menjadi ujian bagi prinsip 
non-intervensi Tiongkok. Secara resmi, Tiong-
kok memang tidak mengecam junta, namun 
memilih menurunkan level hubungannya,  mi-
salnya tidak mengundang Min Aung Hlaing ke 
Tiongkok selama tiga tahun pertama pasca ku-
deta (Han, 2024). Ini menunjukkan bahwa 
Tiongkok tidak memberikan legitimasi penuh 
secara simbolik. Dengan demikian, implemen-
tasi prinsip non-intervensi Tiongkok terhadap 
Myanmar mencerminkan kombinasi antara re-
torika normatif, kalkulasi kepentingan strategis, 
serta kemampuan adaptif. Pendekatan ini sejalan 
dengan Model Aktor Rasional, di mana negara 
diposisikan sebagai aktor unitary yang mengam-
bil keputusan secara rasional berdasarkan perhi-
tungan strategis. Tiongkok menggunakan prin-
sip ini sebagai instrumen fleksibel untuk men-

capai tujuan nasionalnya. Keputusan menjaga 
relasi dengan berbagai aktor sambil menahan 
diri dari kecaman terbuka merupakan bentuk 
kalkulasi rasional untuk melindungi posisi geo-
politiknya serta menjamin kesinambungan 
proyek di kawasan. 

Implementasi Prinsip non-Intervensi Tiong-
kok terhadap Myanmar Pasca Kudeta Mili-
ter 2021 

Pasca kudeta militer Myanmar pada 1 Febru-
ari 2021, implementasi prinsip non-intervensi 
Tiongkok mulai dipertanyakan. Meskipun seca-
ra normatif Tiongkok tetap menyuarakan non-
intervensi, dalam praktiknya mengalami pelen-
turan, lebih fleksibel, kontekstual, dan strategis. 
Kekhawatiran terhadap stabilitas dan keamanan 
investasi, terutama dalam kerangka Belt and 
Road Initiative (BRI), mendorong Tiongkok un-
tuk bertindak secara lebih aktif dan pragmatis. 

Aksi massa yang melakukan pembakaran ter-
hadap pabrik-pabrik Tiongkok di Yangon pada 
Maret 2021, menjadi titik balik yang signifikan. 
Beijing merespon keras melalui jalur diplo-
matik, mendorong junta menetapkan darurat mi-
liter di wilayah Hlaing Tharyar, dan memperkuat 
perlindungan terhadap aset-aset asing/Tiongkok 
(Dossi & Gabusi, 2022). Sejak itu, berbagai 
proyek infrastruktur Tiongkok yang sebelumnya 
tersendat, kembali digerakkan. Pemerintah mili-
ter menggantikan aktor sipil dalam pelaksanaan 
CMEC, menghapus konsultasi publik, dan me-
nyetujui proyek-proyek besar, termasuk LNG 
senilai USD 2,5 miliar (Dossi & Gabusi, 2022; 
Thida, 2021). 

Pada Agustus 2021, Tiongkok memperkuat 
dukungannya dengan bantuan USD 6 juta untuk 
21 proyek pembangunan melalui Mekong-
Lancang Cooperation Framework. Sementara 
itu, proyek pelabuhan Kyaukphyu dan kawasan 
ekonominya juga dipercepat, termasuk penan-
datanganan perjanjian survei pada September 
2021 (Dossi & Gabusi, 2022). Namun, langkah 
ini menuai kritik di publik Myanmar. Survei 
Thida (2021) terhadap diaspora Myanmar, 
menemukan  mayoritas masyarakat Myanmar 
menilai Tiongkok berpihak kepada militer dan 
berharap Beijing mendukung pemerintahan sipil 
alternatif (NUG). Namun, karena kepentingan 
ekonomi dan geopolitik ─ terutama proyek jalur 
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minyak dan gas Kyaukphyu dan akses ke Sam-
udra Hindia ─ Beijing memilih mempertahan-
kan hubungan fungsional dengan penguasa de 
facto di Naypyidaw. Meski menjaga  kedekatan 
dengan junta, Tiongkok juga tetap berkomu-
nikasi dengan oposisi seperti NLD serta ke-
lompok etnis bersenjata seperti UWSA, 
MNDAA dan KIA (Han, 2024). Strategi hedg-
ing ini memperkuat posisi Tiongkok di tengah 
dinamika politik yang fluktuatif. Bahkan, indi-
kasi keterlibatan tidak langsung dalam konflik 
melalui kelompok bersenjata muncul, terutama 
karena frustasi Beijing terhadap kegagalan junta 
memberantas penipuan daring yang merugikan 
warga Tiongkok. 

Menjelang akhir 2023, Tiongkok mulai me-
mainkan peran mediasi, seperti melalui dialog 
damai di Kunming (Han, 2024). Pendekatan si-
lent engagement ini menunjukkan bahwa prinsip 
non-intervensi telah bergeser menjadi instrumen 
realpolitik. Sikap mendukung ASEAN dan di-
plomasi senyap, seperti dalam Konsensus Lima 
Poin, menjadi saluran pengaruh Tiongkok tanpa 
keterlibatan terbuka (Saxena, 2021; Aurellia 
dkk., 2021). Transformasi prinsip non-intervensi 
ini disebabkan oleh tujuh faktor utama: (1) 
Fleksibilitas normatif untuk menyesuaikan 
dengan kebutuhan strategis di tengah ketid-
akpastian politik Myanmar; (2) Perlindungan 
ekonomi pasca serangan terhadap aset Tiong-
kok; (3) Kontrol proyek BRI pasca pelonggaran 
kontrol sipil; (4) Strategi hedging dengan men-
jaga komunikasi ke semua aktor politik; (5) 
Tekanan terselubung melalui aktor non-negara 
untuk kepentingan domestik Tiongkok; (6) 
Dukungan pada solusi regional ASEAN yang 
ramah terhadap kepentingan Beijing; (7) Trans-
formasi prinsip non-intervensi menjadi instru-
men selektif untuk mendukung stabilitas dan 
pengaruh jangka panjang. Dengan demikian, 
prinsip non-intervensi Tiongkok terhadap My-
anmar telah mengalami transformasi menjadi 
alat politik yang lentur, responsif, dan strategis. 
Ia bukan lagi sekadar retorika kedaulatan, 
melainkan digunakan secara fleksibel untuk 
merespon tekanan geopolitik dan memperkuat 
posisi Tiongkok di Asia Tenggara. 

Dinamika Perubahan Kebijakan Luar Negeri 
Tiongkok Pasca Kudeta Myanmar Menurut 
Perspektif Allison 

Pasca kudeta militer Myanmar pada 1 Febru-
ari 2021, kebijakan luar negeri Tiongkok ter-
hadap Myanmar mengalami perubahan penting, 
khususnya dalam penerapan prinsip non-inter-
vensi yang selama ini menjadi landasan diplo-
matik utama Beijing. Secara normatif, Tiongkok 
tetap mempertahankan prinsip tidak mencam-
puri urusan domestik negara lain, Namun, dalam 
praktiknya, respon Tiongkok terhadap kudeta 
dan dinamika internal Myanmar menunjukkan 
fleksibilitas yang semakin tinggi. Perubahan itu 
mulai tampak secara nyata pada April 2021, lalu 
mengkristal secara sistematis pada Mei 2021. Ini 
ditandai ketika Beijing mulai terlibat aktif dalam 
proses diplomasi ASEAN, restrukturisasi lem-
baga pelaksana proyek CMEC melalui pengha-
pusan prosedur partisipasi sipil, percepatan 
proyek-proyek kunci, termasuk perlindungan 
terhadap proyek-proyek BRI, serta manuver un-
tuk menjaga hubungan dengan berbagai aktor di 
Myanmar ─ termasuk junta militer (SAC), opo-
sisi dan kelompok etnis bersenjata. Semua ini 
menunjukkan bahwa meskipun prinsip non-in-
tervensi tetap dipegang secara formal, Tiongkok 
mulai menerapkannya secara fleksibel dan sel-
ektif, sesuai kepentingan strategis dan kebu-
tuhan untuk menjaga pengaruh di tengah isolasi 
internasional Myanmar. 

Perubahan ini dapat dianalisis melalui teori 
pengambilan keputusan dalam kebijakan luar 
negeri dari Graham Allison (1971). Dalam ke-
rangka model aktor rasional, pemerintah Tiong-
kok bertindak sebagai entitas terpusat yang 
menghitung secara cermat konsekuensi dari se-
tiap kebijakan. Setelah kudeta, Tiongkok tam-
paknya mengambil keputusan berdasarkan logi-
ka rasional untuk memaksimalkan kepentingan-
nya di Myanmar: yaitu menjaga stabilitas kawa-
san, memastikan kelanjutan proyek-proyek strat-
egis, dan mencegah meningkatnya pengaruh 
Amerika Serikat dan Barat melalui jalur oposisi 
sipil. Dengan demikian, ketidakmauan Tiong-
kok mengecam junta bukanlah cerminan duku-
ngan, melainkan kalkulasi strategis yang dilan-
dasi pertimbangan untung-rugi. 

Model Aktor Rasional mengasumsikan bah-
wa negara adalah aktor yang bersifat unitary dan 
membuat keputusan secara terpusat berdasarkan 
proses rasional (Allison, 1971). Pemerintah di-
analisis sebagai satu kesatuan yang memiliki 
tujuan jelas, mengevaluasi pilihan-pilihan yang 
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tersedia, serta memilih opsi yang dianggap pal-
ing efektif dalam mencapai tujuan tersebut. Da-
lam konteks kebijakan luar negeri Tiongkok 
pasca kudeta Myanmar, pendekatan ini meng-
garisbawahi bahwa setiap keputusan yang diam-
bil Beijing—mulai dari bahasa diplomatik yang 
netral, partisipasi dalam forum ASEAN, hingga 
perlindungan proyek strategis—bukanlah reaksi 
spontan atau inkonsistensi ideologis, melainkan 
hasil dari kalkulasi rasional yang mempertim-
bangkan biaya politik, potensi konflik, dan pelu-
ang untuk mempertahankan pengaruh di Myan-
mar. Model ini menyoroti bahwa meskipun seca-
ra normatif Tiongkok mempertahankan prinsip 
non-intervensi, dalam praktiknya pemerintah 
melakukan penyesuaian pragmatis yang dipilih 
dengan cermat untuk meminimalkan risiko dan 
memaksimalkan kepentingan nasional jangka 
panjangnya di Asia Tenggara. 

Dengan demikian, transformasi prinsip non-
intervensi Tiongkok dalam konteks Myanmar 
pasca kudeta 2021 adalah bentuk adaptasi ra-
sional dan strategis yang dapat dijelaskan me-
lalui model aktor rasional (Allison, 1971) yang 
menempatkan Tiongkok bukan sebagai negara 
pasif dalam konflik, tetapi sebagai aktor aktif 
dan kalkulatif dalam menjaga hegemoni diplo-
matik dan ekonomi di kawasan Asia Tenggara. 

5. Kesimpulan 

Prinsip non-intervensi yang selama ini men-
jadi landasan normatif kebijakan luar negeri 
Tiongkok tidak lagi diterapkan secara konsisten 
dan kaku dalam konteks krisis politik Myanmar 
pasca kudeta militer 1 Februari 2021. Tiongkok 
tetap menggunakan prinsip tersebut secara re-
toris dalam forum internasional, tetapi dalam 
praktiknya menerapkan pendekatan yang fleksi-
bel, pragmatis, selektif, dan strategis untuk men-
jaga kepentingan geopolitik dan ekonomi na-
sionalnya. 

Perubahan implementasi prinsip ini mulai ter-
lihat sejak April 2021, dipicu oleh protes massa 
di Myanmar sebulan sebelumnya yang berujung 
pada pembakaran fasilitas milik Tiongkok. Se-
jak saat itu, Beijing mulai menempuh langkah 
aktif, yaitu mempercepat proyek BRI, melin-
dungi investasinya, merestrukturisasi pelaksana 
proyek dari sipil ke militer, hingga memberikan 

bantuan langsung kepada junta. Pada saat yang 
sama, Tiongkok tetap menjaga hubungan de-
ngan aktor oposisi seperti NLD dan kelompok 
etnis bersenjata, menunjukkan strategi “hedg-
ing” untuk mempertahankan pengaruh dalam 
berbagai skenario politik di Myanmar. 

Analisis teori Graham Allison (1971) menun-
jukkan bahwa kebijakan Tiongkok mencer-
minkan model aktor rasional ─ dengan kalkulasi 
untung-rugi yang ketat terhadap stabilitas dan 
posisi regionalnya. Dengan demikian, prinsip 
non-intervensi dalam praktik Tiongkok lebih te-
pat dipahami sebagai alat diplomatik yang lentur 
dan instrumental, yang digunakan secara adaptif 
untuk menghadapi dinamika regional, tekanan 
internasional, serta tantangan domestik yang 
berkaitan dengan kepentingan nasional Tiong-
kok. Ini menunjukkan bahwa dalam politik luar 
negeri kontemporer, norma tidak selalu dijalan-
kan secara normatif, tetapi dapat menjadi sarana 
manuver strategis dalam kerangka realisme 
negara. 
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